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ABSTRAK 

 

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan suatu 

permasalahan besar yang dihadapi oleh masyarakat. dalam setiap tahunnya. 

Kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang cukup 

siknifikan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

memuat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap 

belum efektif untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Menindaklanjuti 

hal tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut kemudian 

disahkan menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi 

Undang-Undang. Perubahan yang terdapat dalam undang-undang tersebut 

adalah pemberatan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak 

hukuman kebiri kimia. Hukuman ini menjadi kontrofersial di masyarakat 

terkait pemberlakuan, efektivitasnya dan efek samping nya yang dianggap 

tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hukuman yang bisa menjadi 

kerugian pada kesehatan terpidana dikarenakan efek samping dari obat dan 

suntikan yang digunakan untuk eksekusi kebiri kimia, untuk hal ini pemerintah 

seyogyanya memperhatikan segala aspek dari efek samping kebiri kimia yang 

menyiksa hingga mengancam nyawa. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus 

dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Metode 

pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan  

pendekatan konseptual. dalam pembentukan aturan kebiri kimia belum 

memenuhi pembentukan aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan kebiri 

kimia yang secara ideal harus mempertimbangkan necessity, adequacy, legal 

certainty, actuality, feasibility, verifiability, enforceability, dan provability. 

Dari delapan kriteria yang harus dipenuhi dalam pembentukan norma hukum 

pidana hukuman kebiri kimia hanya sesuai dengan kriteria legal certainty 

bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan 

nyata, tidak samar-samar, tidak menimbulkan penafsiran dan kekosongan 

aturan.  

 

Kata Kunci : Kebiri kimia, pertanggungjawaban, kekerasan seksual pada 

anak, kekosongan hukum 
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ABSTRACT 

 

Cases of sexual violence against children in Indonesia are a big problem 

faced by society. in every year. Sexual violence against children has increased 

quite significantly. Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law 

Number 23 of 2002 concerning Child Protection which contains punishments 

for perpetrators of sexual violence against children is considered not to be 

effective in providing a deterrent effect to the perpetrators. Following up on 

this matter, the government issued Government Regulation in Lieu of Law 

Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 

2002 concerning Child Protection. The Perppu was later passed into Law 

Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu 

of Law concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 

concerning Child Protection Becomes Law. The changes contained in the law 

are aggravating penalties for perpetrators of sexual violence against children 

under chemical castration. This punishment has become controversial in 

society regarding its implementation, effectiveness and side effects which are 

considered inconsistent with human rights (HAM). Punishments that can be 

detrimental to the defendant's health due to the side effects of the drugs and 

injections used for the execution of chemical castration, in this case the 

government should pay attention to all aspects of the side effects of chemical 

castration which are torturous to life threatening. The research method used 

in this research is normative legal research using statutory and conceptual 

approaches with primary, secondary and non-legal legal sources. The 

approach method used is the statutory approach and the conceptual approach. 

in the formation of chemical castration rules it has not fulfilled the formation 

of rules governing procedures for the implementation of chemical castration 

which ideally must consider necessity, adequacy, legal certainty, actuality, 

feasibility, verifiability, enforceability and provability. Of the eight criteria 

that must be met in establishing criminal law norms, chemical castration 

punishment is only in accordance with the criteria of legal certainty, namely 

that the law must really contain clear and real principles, not vague, not cause 

interpretation and void of rules. 

 

Keywords : Chemical castration, accountability, sexual violence against 

children, legal vacuum 
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